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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

Kecamatan Poncorwarno. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi perangkat desa, kepemimpinan 

kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dari data primer menggunakan 

kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 11 

kecamatan di kabupaten Poncowarno yaitu perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan 

keuangan, dan kepala kesejahteraan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan secara online dengan jumlah responden 38 orang. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, (2) kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, (3) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 

akuntabilitas, (4) komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, (5) sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 

Kata kunci: Kompetensi perangkat desa; kepemimpinan kepala desa; partisipasi masyarakat; komitmen 

organisasi pemerintah desa; sistem keuangan desa (SISKEUDES) 

 

Determinants of village fund management accountability 
 

Abstract 

This studi examines the factors that influence the accountability of village fund manajement in 

the Poncorwarno District. These factors include the competence of village officials, village head 

leadership, community participation, village goverment organizational commitment, and the village 

financial system. This research method uses quatitative descriptive method from primary data using a 

questionnaire which is measured using a likert scale. The tota population in this studywas 11 sub-

districts in Poncowarno district, namely village officials (village head, village secretary, head of 

financial affairs, and head of welfare). The sampling technique used was a purposive sampling 

technique and data collection was carried out usng an online distribution with a total 38 respondents. 

The data analysis method is multiple linierr regression analysis. The reults of this study indicate that: 

(1) village apparatus competence has a positive effect on village fund management accountability, (2) 

village head leadership has no effect on village fund management accountability, (3) community 

participation does not effect village fund management accountability, (4) village goverment 

organizational commitment does not effect the accountability of village fund management, (5) the village 

financial system (SISKEUDES) has a positive effect on village fund management accountability 

Key words: Village apparatus competence; village head leadership; community participation, village 

goverment organizational commitment; the village financial system (SISKEUDES) 
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PENDAHULUAN 

Desa merupakan landasan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan 

segala latar belakang kepentingan dan kebutuhanya mempunyai peranan yang sangat penting. Desa 

diberikan kewenangan dalam melestarikan budaya masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur 

maupun pembangunan yang memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali 

potensi-potensi desa dengan cara mendorong pemerintahan desa yang efektif, transpransi, serta 

akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan  di desa dengan tujuan memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa 

sebagai subjek pembangunan (Nisya, 2017).     

 Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk 

meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi 

desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang 

digunakan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menganggarkan dana desa yang cukup 

besar setiap tahun untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah 

menganggarkan sebesar Rp 60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 59,86 

triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi  sebesar Rp 70 triliun, dengan 

realisasi dana desa yang di kucurkan hingga agustus 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29%, dan di 

tahun 2020 kembali  meningkat menjadi RP 72 triliun. Dana tersebut di transfer ke 434 pemerintah 

daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.  Itupun belum 

termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, 

dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari 

rata-rata dana desa yang diterima perdesa selama tiga tahun terakhir menunjukan trend peningkatan. 

Tahun 2018 di setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta, tahun 2019 

sebesar Rp 933,9 Juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta. Dana desa yang dialokasikan tahun 2020 

sebesar Rp 72 triliun diperuntukan bagi 74.953 desa dan akan di salurkan oleh 169 Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan dana desa sebesar 

Rp 97.735.184.900. percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa kepada 

desa-desa yang layak salur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna, dan 

Kabupaten Bantaeng (Https://www.kemenkeu.go.id). 

Dengan dana yang besar yang diberikan pemerintah untuk desa, pemerintah telah mempersiapkan 

peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan 

dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, dan partisipasif. 

Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahannya yang baik 

(good governance), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi 

pemerintah desa untuk memberikan pertanggungajawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap 

aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi 

pemberdayaan masyarakat. 

Untuk mewujudkan dana desa yang baik maka di perlukan kompetensi perangkat desa, 

kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organnisasi pemerintah desa, dan sistem 

keuangan desa (SISKEUDES). Ika Sasti Felina dkk (2016) dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, 

aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung 

dengan latar belakang pendidikan yang memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan 

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting 
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dalam organisasi atau lembaga pemerintahan. Tingginya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Lalita 

Ivana Maria Ladapase (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas dana desa.  

Selain kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan suatu kepemerintahan desa 

juga tidak terlepas dari pemimpin karena pada dasarnya pemimpin bertanggungjawab dan memegang 

peranan penting atas kegiatan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal 

pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang adalah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa 

tersebut, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa berwenang untuk 

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), menetapkan 

Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan 

pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

Aanggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Segala aktivitas pemerintahan desa dapat dilaksanakan 

jika diimbangi dengan diterapkannya kepemimpinan yang efektif oleh kepala desa. Hal ini sejalan 

dengan Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dapat mendorong 

kinerja karyawan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa tidak terkecuali dalam pengelolaan dana 

desa. 

Hal yang tidak kalah penting menjadi faktor dalam mengelola dana desa yaitu Komitmen 

Organisasi Pemerintah Desa. Komitmen organisasi pemerintah desa merupakan salah satu elemen 

penting dalam akuntabilitas (Behnam dan Maclean, 2011). Dikatakan elemen penting karena 

keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel di laksanakan oleh pemerintah sebagai wujud 

komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan 

keberhasilan pengelolaan dana desa maka sangat dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola keuangan 

desa. Sistem keuangan desa (Siskeudes) menjadi faktor penting juga dalam pengelolaan keuangan desa. 

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan 

keuangan dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi sistem 

keuangan desa (Siskeudes) telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, 

dirancang secara terintegrasi, user friendly dan desktop application serta memiliki system pengendalian 

intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan 

memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa Dina Naryati (2020) 

Mewujudkan pembangunan desa juga diperlukan partisipasi dari setiap bagian desa, tidak lain 

yaitu partisipasi dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan maupun pengembangan 

pedesaan. Dibutuhkan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta 

agar program berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan namun juga dilibatkan dalam identifikasi masalah dan potensi yang ada 

dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat kegiatan pembangunan akan gagal. Pembangunan desa 

sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari semua kalangan, baik dari pemimpin, perangkat desa 

serta masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa terutama berkaitan tentang akuntabilitas 

pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan keahlian dan sistem yang memadai supaya terlaksana dengan 

maksimal.  

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pocowarno Kabupaten Kebumen, terdapat 

beberapa kasus yang mana tidak semua perangkat dapat menguasai keahlian dalam menggunakan 

aplikasi sistem keuangan desa. Padahal sistem tersebut dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan dalam 

pengelolaan dana agar lebih maksimal. Adanya sistem tersebut juga memudahkan pengelolaan dana 

agar lebih efektif dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta 

pengawasan. Selain kompetensi yang dimiliki perangkat, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai 

adanya keterlambatan penyampaian laporan, tidak sesuainya laporan pertanggungjawaban yang dibuat, 

belum tertibnya administrasi keuangan, dan belum optimal penyerapan dana desa.  

Demikian peneliti menduga permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Poncowarno dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kompetensi aparat yang belum 



Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

Sri Ayem, Enti Fitriyaningsih 

 

FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi | 449 

memadai, lemahnya komitmen organisasi, belum maksimalnya kepemimpinan, partisipasi dari 

masyarakat dan sistem pengelolaan dana. Namun demikian belum terbukti secara empiris. Maka dari itu 

peneliti mencoba meneliti dengan enam variabel yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan 

kepala desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggabungan lima variabel tersebut menjadi pembedaa dari 

penelitian sebelumnya selain itu juga subjek penelitian terdapat di Kecamatan Poncowarno Kabupaten 

Kebumen. 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) 

yang meneliti tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi 

masyarakat terhadap akuntanbilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abang Kabupaten 

Karangasem. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua variabel. Sedangkan perbedaannya 

adalah pertama, penelitian ini menambahkan variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Kedua 

menambahkan variabel sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Ketiga penelitian ini akan dilaksanakan di 

Kecamatan Poncowarno. 

Tinjauan pustaka 

Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

Teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan 

situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan 

sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian 

organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Organisasi sektor publik 

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara steward dengan principal. Rakyat sebagai 

principal dan pemerintah sebagai steward, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena 

terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. 

Berdasarkan teori ini maka manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak 

sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi (Widiawaty, 

2019:12) 

Implikasi teori stewardship terdapat dalam penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran penting 

dari pemerintah desa yakni sebagai suatu lembaga yang merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat. 

Kepala desa dan aparatur desa memiliki tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya serta 

melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban tersebut 

dapat diwujudkan dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat luas terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumberdaya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

Teori Agensi  

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan 

agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandate kepada pihak lain, yaitu agent untuk 

melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan 

(Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi 

sebenarnya telah dipraktikan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan 

agent adalah pemerintah dalam hal in adalah kepala desa dan apparat lainnya. Peraturan pemerintah 

dalam hal ini adalah kepala desa dan apparat lainnya. Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

memberikan penjelasan adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. 

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat kepala desa dan aparaturnya 

harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
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Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) 

Teori penetapan tujuan (Goal setting theory) merupakan salah satu bagian dari teori motivasi, 

teori ini memaparkan bahwa tindak tanduk individu dikendalikan oleh ide (pemikiran dan niat yang ada 

dalam diri idividu tersebut (Locke dan Latham, 1990). Goal setting theory menjelaskan hubungan antara 

tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja).  Konep dasar teori ini adalah seseorang yang 

memahami tujuan (apa yang di harapkan oganisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Dina, 2020). 

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang menjadi hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Menurut Undang-

Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangannya. 

Akuntabilitas organisasi digalakan dalam rangka efisiensi kerja dan peningkatan mutu kinerja organisasi 

desa itu sendiri, terutama demi menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa miliki peran sebagai ketua tim 

pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan keuangan desa dalam 

Undang-Undang (UUD) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 75 ayat (2). Berdasarkan Permendagri 

(Peraturan Mentri Dalam Negri) No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa.  

Kompetensi Perangkat Desa 

Kompetensi berasal dari kata latin yaitu “competere” yang artinya “to be suitable”. Menurut 

Scale (dalam Edy Sutrisno, 2012:202), secara harfiah kompetensi berasal dari kata competence yang 

artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang (Hartanto, 2017). Menurut Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) Nomer 46 A Tahun 2003 bahwa kompetensi adalah keahlian dan 

keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas posisinya, sehingga pegawai tersebut dapat 

melakukan kewajibanya secara efisien, efektif dan profesional. Kompetensi adalah kemampuan individu 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar serta memiliki keunggulan yang didasarkan pada 

hal-hal yang menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude) (Soetrisno, 

2018). 

Hutapea and Thoha (2008) dalam (Moeheriono, 2018), mengatakan bahwa kompetensi 

merupakan keahlian dan tekad dalam menjalankan kewajibanya dengan kemampuan yang realitis dan 

praktis untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa 

menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan 

dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu 

aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Novita, 2017). 

Kesimpulannya kompetensi merupakan keahlian dan tekad diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

posisinya keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (knowledge), 

keahlian (skill), dan sikap (attitude). 

Kepemimpinan Kepala Desa  

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan 

memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang 

diharapkan (Sutrisno, 2011). Sedangkan definisi kepemimpinan menurut Elizabeth o’Leary (2001), 

Pemimpin adalah pimpinan yang ditunjuk dalam suatu kelompok tim atau organisasi, kekuatan untuk 

berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain dan kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain (Agnesiya, 2019). 
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 Kepemimpinan adalah suatu tindakan atau komunikasi seseorang untuk menggerakkan orang 

lain, mempengaruhi orang lain dengan harapan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Keberhasilan 

suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari aktvitas organisasi dan peran orang-orang yang terlibat 

dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk suatu sistem. Sistem kepimpinan sebagai salah satu 

komponen organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi berawal dari bahasa Inggris yaitu participation yang artinya peran serta. Dalam 

penjelasan yang lebih luas, partisipasi dapat diistilahkan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan 

secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan (Sholekhan, 2014). Sumarto dalam (Sembodo, 2006) 

menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu prosedur yang mengizinkan adanya interaksi atau hubungan 

yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat 

inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, tersedianya ruang untuk mendengarkan, 

belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi. 

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan 

yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang 

muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih 

dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih 

bertanggung jawab (Mada, 2017). Kesimpulannya Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau 

adanya interaksi atau hubungan melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan 

akuntabilitas untuk mencapai tujuan. 

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 

Komitmen organisasi menurut Ivancevich (2007), adalah perasaan, identifikasi, pelibatan, dan 

loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Sementara itu pendapat lain mengemukakan 

bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat loyalitas yang dirasakan individu terhadap organisasi 

(Damri, 2017).  Menurut Mowday dalam (Sopiah, 2008), komitmen organisasi sebagai daya relative 

dari keberpihakan dan keterlibatan seseorang terhadap suatu organisasi. 

Komitmen sebagai sebuah sikap, memiliki ruang lingkup yang lebih global daripada kepuasan 

kerja, karena komitmen organisasi menggambarkan pandangan terhadap organisasi secara keseluruhan, 

bukan hanya aspek pekerjaan saja (Sopiah, 2008). Komitmen organisasi diukur berdasarkan tingkat 

kekerapan identifikasi dan tingkat keterikatan individu kepada organisasi tertentu yang dicerminkan 

dengan karakteristik: (a) Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, 

(b) Adanya keinginan yang pasti untuk mempertahankan keikutsertaan dalam organisasi (Roslinawati, 

2011). 

Kesimpulannya komitmen organisasional merupakan sikap mengenai loyalitas pekerja terhadap 

organisasi dan merupakan proses yang berkelanjutan dari anggota organisasi untuk 

mengungkapkanperhatiannya pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan dan 

kesejahteraan. 

Sistem Keuangan Desa 

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan 

keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sistem 

keuangan merupakan hal terpenting dalam suatu negara yang bergulat, tanpa adanya sistem tersebut 

mungkin suatu negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Telah 

disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan 

untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tentang desa pasal 72, desa juga mengelola 

keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana 

Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota (Artini, 2017). 

Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau 

pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin 

profesional, berkualitas,efektif dan efisien. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut 

membuat beberapa laporan (Artini, 2017). 
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Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Kompetensi merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan 

akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Menurut Blanchard dan 

Thacker (2004), skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu 

kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau 

mengimplementasikan suatu startegi bisnis. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mutlak 

diperlukan untuk mengatur kegiatan pemerintahan desa. 

Kaitanya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal sedangkan pemerintah desa 

adalah steward. Teori stewardship menjelaskan bahwa karakter individu harus memiliki tanggungjawab 

serta integritas yang tinggi. Kompetensi dapat diperoleh jika dapat melaksanakan tugas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur 

desa atas tugas dan wewenang yang dimilikinya. Maka dari itu tidak akan terjadi penyelewengan 

anggaran dana desa oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. 

Mada dan Gamaliel (2017), Dewi dan Gayatri (2019), Nur Aziz dan Sawitri (2019), Lalita (2019), 

Fitri Ayu Nadea (2019), dan Dina Naryati (2020), menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.  

H1: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Kepemiminan adalah proses yang mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang 

apa yang perlu dilakukan dan bagaimanan melakukannya dan proses memfaslitasi upaya individu secara 

kolektif untuk mencapai tujuan bersama Yukl (2016). Menurut Robbins dan Judge (2015), 

kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian 

sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan desa tidak terlepas 

dari pengawasan kepala desa. 

Kaitannya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal sedangkan pemerintahan desa 

adalah steward. Teori stewardship diterapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai dasar untuk 

mempengaruhi dalam hubungan principal dengan steward. Kepala desa memiliki kedudukan tertinggi 

dalam organisasi perangkat desa, dengan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 

desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan desa. Kepala desa berperan penting dalam 

pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

Dewi dan Gayatri 2019), menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H2: Kepemimpinn kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003), akuntabilitas dapat diperkuat 

melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah secara efektif, efisien, transaparan dan akuntabel (Zeyn, 2011). Pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan desa dilakukan dengan menalankan program-program yang sudah ditetapkan dengan 

adanya dorongan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung masyarakat kepada desa.  

Kaitanya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal sedangkan pemerintah desa 

adalah steward. Dalam pelaksanaanya pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat 

dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan guna 

mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana 

desa di berbagai daerah. Hal tersebut dapat wujudkan dengan menerapkan prinsip yang transparan dan 

akuntabel dalam pengelolaan dana desa. 

Aulia (2018), Dewi dan Gayatri (2019), Nora Angelita (2019), Siti Umaira dan Adnan (2019), 

dan Perdana (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 
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H3: Partisipasi masyarakat berpegaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa 

Mowday et al (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat 

relatif dari karyawan dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya dalam bagian organisasi. Menurut 

Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi merupakan tingkat sampai mana seorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannnya untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Cavoukian et al (2010), komitmen organisasi 

diperlukan dalam akuntabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya komitmen yang tinggi pada masing-masing aparatur desa, maka dalam melaksanakan tugasnya 

tentu mereka akan meningkatkan rasa tanggugjawabnya di dalam mengelola keuangan desa. 

Kaitannya dengan teori stewardship, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai principal dan 

pemerintah desa sebagai steward. Pemerintah desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana desa kepada rakyat. Komimen organisasi yang tinggi maka akan berdampak positif 

pada cara kerja perangkat desa dengan lebih maksimal dalam memenuhi segala tanggungjawabnya. 

Pemerintah desa juga akan mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Sehingga hasil kerja 

juga akan berkualitas baik dan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun 

masyarakat. 

Mada dkk (2017), Aulia (2018), Lalita (2019), dan Dina (2020), menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H4: Komitmen organisasi pemerintah desa bepengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa 

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola 

keuangan desa supaya akuntabilitas dan transparan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparatur dapat 

mudah untuk dapat melaksanakan siklus pegelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.  

Kaitannya dengan teori stewardship, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai principal dan 

pemerintah desa sebagai steward. Pemerintah desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana desa kepada rakyat. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah 

untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa 

secara optimal sebagai alat kendali  atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar 

dari koridor peraturan perundang-undangan. 

Dina (2020) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut. 

H5: Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilita pengelolaan dana desa  

METODE 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah Seluruh pengelola Dana Desa Kantor Kepala Desa di 

Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang terdiri atas 11 Desa. Sampel penelitian yang 

digunakan adalah berjumlah 44 perangkat desa di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Teknik 

pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, dengan kriteria pemilihan 

sampel sebagai berikut: 

Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra; dan 

Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMP/SLTP sederajat. 

Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

metode kuesioner dengan skala likert yang nantinya terdapat beberapa pertanyaan yang digunakan untuk 
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mengukur pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, 

komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa yang nantinya akan diajukan kepada 

responden.  

Variabel Penelitian  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaaan dana desa. 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, 

partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa. 

Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan uji regresi ganda. Uji regresi ganda digunakan 

karena variabel independen (bebas) terdapat lebih dari 1 (satu), dimana terdiri dari Pengaruh Kompetensi 

Perangkat Desa (X1), Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X2), Pengaruh Partisipasi Masyarakat 

(X3), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4), dan Pengaruh Sistem Keuangan Desa (X5) dan 

variabel dependen (terikat) adalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). model regresi untuk 

penelitian ini adalah: 

Y = α + β1.X1+β2.X2+ β3.X3+ β4.X4+ β5.X5+e 

Keterangan: 

Y   : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

α   : Konstan 

β1,2,3,4,5 : Koefisien Regresi 

X1   : Kompetensi Perangkat Desa 

X2   : Kepemimpinan Kepala Desa 

X3   : Patisipasi Masyarakat 

X4   : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 

X5   : Sistem Keuangan Desa 

e   : Eror (tingkat kesalahan)  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Pengujian statsitik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 22, hasil uji statistik deskriptif tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Statistik Deskriptif 

   N Min Max Mean Std. Deviations 

Kompetensi Perangkat Desa 38 40 55 47,60 3,873 

Kepemimpinan Kepala Desa 38 24 24 29,31 2,621 

Partisipasi masyarakat 38 29 29 34,60 3,767 

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 38 23 23 28,68 2,781 

Sistem Keuangan Desa 38 32 50 43,15 4,829 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 38 37 55 47,57 4,957 

Valid N (listwise) 38     

Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan deskriptif pada masing-masing 

variabel sebagai berikut: Pada kompetensi perangkat desa memiliki nilai minimum 40 dan maximum 

55. Nilai rata-rata 47,60 dengan standar deviasi sebesar 3,873 artinya penyebaran dari data variabel 

kompetensi perangkat desa adalah 3,873 dari 38 data. Pada kepemimpinan kepala desa memiliki nilai 

minimum 24 dan maximum 35. Nilai rata-rata 29.31 dengan standar deviasi sebesar 2,621 artinya 

penyebaran dari data variabel kepemimpinan kepala desa adalah 2,621 dari 38 data. Pada partisipasi 

masyarakat memiliki nilai minimum 29 dan maximum 45. Nilai rata-rata 34,60 dengan standar deviasi 

sebesar 3,767 artinya penyebaran dari data variabel partisipasi masyarakat adalah 3,767 dari 38 data. 

Pada komitmen organisasi pemerintah desa memiliki nilai minimum 23 dan maximum 35. Nilai rata-

rata 28,68 dengan standar deviasi sebesar 2,781 artinya penyebaran dari data variabel komitmen 

organisasi pemerintah desa adalah 2,781 dari 38 data. Pada sistem keuangan desa memiliki nilai 

minimum 32 dan maximum 50. Nilai rata-rata 43,15 dengan standar deviasi sebesar 48,29 artinya 

penyebaran dari data variabel sistem keuangan desa adalah 48,29 dari 38 data. Pada akuntabilitas 
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pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum 37 dan maximum 55. Nilai rata-rata 47,57 dengan 

standar deviasi sebesar 4,957artinya penyebaran dari data variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa 

adalah 4,957 dari 38 data. 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorow-Smirnov. Hasil Uji Normalitas 

untuk 38 data yang memenuhi kriteria sampel disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 38 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.71523411 

Most Extreme Differences Absolute .076 

Positive .076 

Negative -.058 

Test Statistic .076 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa variabel residual berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai Asym. Sig 0,200 > 0,05 lebih besar dari tingkat signifikansinya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel residual berdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar 

variabel bebas pada model regresi. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3. 

Uji Multikolinieritas 

    Collinearity Statistics 

Model   Tollerance VIF 

1 Kompetensi Perangkat Desa   0,702 1,424  

2 Kepemimpinan Kepala Desa  0,665  1,504 

3 Partisipasi Masyarakat  0,474  2,111 

4 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa  0,478  2,090 

5 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)  0,562  1,780 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Berdasarkan 

tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa nilai tolerance value > 0.10 atau VIF <10 artinya model regresi 

tidak terjadi multikolinieritas.  

Heterokedastisitas 

Jika nilai sig > alpha 0.05, maka regresi tidak mengalami heterokedastisitas. Hasil uji dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. 

Hasil Heterokedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.967 4.046  1.722 .095 

Kompetensi Perangkat Desa 

(X1) 
-.001 .085 -.002 -.009 .993 

Kepemimpinan Kepala Desa 

(X2) 
-.124 .129 -.200 -.960 .344 

Partisipasi Masyarakat (X3 -.089 .107 -.206 -.835 .410 

Komitmen Organisasi 

Pemerintah Desa (X4) 
.019 .144 .033 .134 .895 

Sistem Keuangan Desa (X5) .032 .076 .095 .420 .677 

a. Dependent Variable: Abs_Res 
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Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas dengan ditunjukan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. 

Variabel kompetensi perangkat desa (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,993 > 0,05, 

kepemimpinan kepala desa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,344 > 0,05, partisipasi masyarakat 

(X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,410 > 0,05, komitmen organisasi pemerintah desa (X4) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,895, dan sistem keuangan desa (X5) memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,677 > 0.05. 

Uji Regresi Linear Berganda 
Tabel 5. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.464 7.016  -.351 .728 

Kompetensi Perangkat Desa (X1) .378 .148 .296 2.558 .015 

Kepemimpinan Kepala Desa (X2) -.015 .225 -.008 -.065 .948 

Partisipasi Masyarakat (X3) -.020 .185 -.015 -.110 .913 

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 

(X4) 
.228 .250 .128 .912 .368 

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 

(X5) 
.617 .133 .601 4.654 .000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan pada tabel 5 pengujian regresi linear, maka dapat diperoleh model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = - 2,464 + 0,378 – 0,15 – 0,020 + 0,228 + 0,617 + e 

Uji Hipotesis 

Variabel kompetensi perangkat desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh kompetensi perangkat 

desa (X1) terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,015 < 0,05 dan nilai t hitung 

2,558 > t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha terdukung dan Ho tidak terdukung. Hal ini 

menunjukan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa atau dapat dikatakan pengaruh X1 terhadap Y yaitu berpengaruh positif. Variabel kepemimpinan 

kepala desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh kepemimpinan kepala desa (X2) terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,948 > 0,05 dan nilai t hitung -0,065 < t tabel 2,037, sehingga 

dapat disimpulkan Ha tidak terdukung dan Ho terdukung. Hal ini menunjukan bahwa kepemimpinan 

kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan 

pengaruh X2 terhadap Y yaitu berpengaruh negatif. Variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai sig. 

untuk pengaruh partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah 

sebesar 0,913 > 0,05 dan nilai t hitung -0,110 < t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha tidak 

terdukung dan Ho terdukung. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X3 terhadap Y yaitu 

berpengaruh negatif. Variabel komitmen organisasi pemerintah desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh 

komitmen organisasi pemerintah desa (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah 

sebesar 0,368 > 0,05 dan nilai t hitung -0,912 < t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha tidak 

terdukung dan Ho terdukung. Hal ini menunjukan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X4 terhadap 

Y yaitu berpengaruh negatif. Variabel sistem keuangan desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh sistem 

keuangan desa (X5) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai t hitung 4,654 > t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha terdukung dan Ho tidak terdukung. 

Hal ini menunjukan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa atau dapat dikatakan pengaruh X5 terhadap Y yaitu berpengaruh positif. 
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Hasil Analisis dan Pembahasan Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Hipotesis 1 (satu) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi Perangkat Desa 

berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dimana hasil uji hipotesis 

dinyatakan berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 2,558 lebih besar dari r-tabel 

sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05 dan nilai Understandarized 

Coefficients B sebesar 0,378. Dapat disimpulkan bahwa H1 didukung.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh perangkat 

desa, maka semakin mendorong pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien. Perangkat desa yang 

memiliki kompetensi yang baik akan berusaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati dan 

disiplin sehingga prinsip akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan 

maksimal. Perangkat desa memiliki kompetensi yang baik akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan 

baik sehingga kinerja pengelolaan dana desa akan meningkat pula. Oleh sebab itu, kompetensi perangkat 

desa sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Semakin baik kompetensi 

perangkat desa maka akan semakin baik pula pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dina (2020), Dewi dan Gayatri (2020), Nur Aziiz dan Sawitri (2019), Siti Umaira 

dan Adnan (2019), Lalita Ivana Maria Ladapase (2019), Fitri Ayu Nadea (2019), Aulia (2018), dan 

Mada, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Hasil Analisis dan Pembahasan Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Hipotesis 2 (satu) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala Desa 

berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dimana hasil uji hipotesis 

dinyatakan berpengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar -0,065 lebih kecil dari r-

tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 0,948 lebih besar dari 0,05 dan nilai Understandarized 

Coefficients B sebesar 0,015. Dapat disimpulkan bahwa H2 tidak didukung.  

Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis 

Pengelola Keuangan Desa, yaitu perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala 

urusan keuangan, dan bendahara. Setiap perangkat desa mempunyai kewenangan tugas dan 

tanggungjawab yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan tidak 

berada dalam satu tangan, tetapi berada dalam satu tim sehingga dapat menghindar terjadinya 

penyimpangan (Eko dkk, 2016). Hal ini menyebabkan peran nilai kepemimpinan sangat kecil bahkan 

diabaikan oleh aparat pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Nora Angelita (2019) yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

Hasil Analisis dan Pembahasan Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Hipotesis 3 (tiga) yang di ajukan dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh negatif. Hal ini 

dibuktikan dengan t-hitung sebesar -0,110 lebih kecil dari r-tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 

0,913 lebih besar dari 0,05 dan nilai Understandarized Coefficients B sebesar 0,020. Dapat disimpulkan 

bahwa H3 tidak didukung. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991). terkait 

dengan hubungan pemerintah desa yang bertindak sebagai agent dengan masyarakat desa sebagai 

principal didalam Stewardship Theory untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan 

dengan penuh kepatuhan pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga 

pemanfaatannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Baiq dan Thatoq (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa  

Hipotesis 4 (empat) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Komitmen Organisasi Pemerintah 

Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh 

negatif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 0,912 lebih kecil dari r-tabel sebesar 2,037 dengan 
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nilai signifikansi 0,368 lebih besar dari 0,05 dan nilai Understandarized Coefficients B sebesar 0,228. 

Dapat disimpulkan bahwa H4 tidak didukung. 

Hasil penelitian Dina (2020) menunjukan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa menjadi 

salah satu keberhasilan pengelolaan keuangan, namun hal ini tidak berpengaruh pada elemen terkecil 

dari pemerintahan. Komitmen organisasi menjadikan individu untuk bertanggung jawwab dan berpihak 

pada organisasi, dengan keperihakan pada organisasi belum dapat menyajikan akuntabilitas dalam hal 

pengelolaan dana desa tanpa adanya tindakan (action) untuk mencapai sasaran oganisasi (Robbin dan 

Judge, 2007). 

Pengelolaan dana desa memerlukan kepercayaan dan tanggungajwab yang tinggi, hal tersebut 

menjadi hal yang harus dimiliki oleh seluruh aparat dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang 

terdapat dalam organisasi. Menjalankan tugas dengan baik harus didukung dengan perhatian yang baik 

pula dari organisasi, tugas yang terlaksana dengan baik harus diberi apresiasi dan reward unuk 

meningkatkan kepedulian terhadap organisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Perdana (2018) yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Hipotesis 5 (lima) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan 

berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 4,654 lebih besar dari r-tabel sebesar 

2,037 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai Understandarized Coefficients B 

sebesar 0,617. Dapat disimpulkan bahwa H5 didukung.  

Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari 

pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, jika hal ini dikaitkan dengan peran aplikasi sistem 

keuangan dalam upaya untuk meningkatkan akuntabiltas dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan 

desa sudah terpenuhi. Sistem keuangan desa memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas 

keuangan desa, dengan tersedianya informasi laporan pertanggungjawaban dan output lainnya yang 

mudah dipahami oleh publik dan masyarakat dalam mengakses laporan keuangan desa yang dihasilkan 

oleh aplikasi ini. Ketaatan terhadap peraturan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES mampu 

berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, karena akuntansi dan pelaporan keuangan 

yang dihasilkan aplikasi ini menunjukan bahwa adanya ketaatan dalam pelaporan keuangan desa 

terhadap peraturan yang berlaku, dengan proses penginputan yang dilakukan sesuai dengan transaksi 

yang ada akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan berbagai bentuk laporan 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, 

surat permintaan pembayaran (SPP), surat setoran pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lain yang 

diperlukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Dina 

(2020), Baiq dan Thatok (2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi perangkat 

desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi   masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, Sistem 

keuangan desa (SISKEUDES). Analisis ini dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22. Data sampel sebanyak 38 responden 

yaitu perangkat desa Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa 

berpangaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dina (2020), Dewi dan Gayatri (2020), Nur Aziiz dan Sawitri (2019), 

Siti Umaira dan Adnan (2019), Lalita Ivana Maria Ladapase (2019), Fitri Ayu Nadea (2019), Aulia 

(2018), dan Mada, dkk (2017) yang menyatakan adanya hubungan positif kompetensi perangkat desa 

dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nora Angelita (2019) 

yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Baiq dan Thatok (2020) yang 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
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desa. Komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Perdana (2018) yang menyatakan bahwa komitmen 

organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem 

keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hsil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Dina (2020), Baiq dan Thatok (2020) yang menyatakan bahwa 

sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk 

penelitian selanjutnya yaitu Jumlah responden yang hanya 38 orang, tentunya masih kurang untuk 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan satu sumber data penelitian, 

yaitu kuesioner, dengan demikian, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang 

terkumpul melalui kuesioner saja. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup Kecamatan 

Poncowarno Kabupaten Kebumen, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat di generasisasi untuk 

kabupaten/kota  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disimpulkan adalah berdasarkan hasil 

analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

pemerintah desa juga harus meningkatkan kemampuan atau keahlian aparatur pengelola dana desa 

dengan mengadakan pelatihan. Pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan 

dan pengambilan kebijakan. Bagi pemerintah Kecamatan Poncowarno serta Pemerintah Kabupaten 

Kebumen perlu adanya pendampingan, pengawasan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus 

dan berkala demi teciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian seperti melakukan 

penelitian dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten/kota.  
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